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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO 2
TAHUN 2019 TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL

OLEH :
TINA AMALIA

1703100045

Setiap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah yang sudah mempunyai
Izin usaha berhak mendapat pelatihan dan pemberdayaan guna untuk
mengembangkan usahanya. Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan
Ukm No 2 Tahun 2019. Untuk itu pemerintah sebagai fasilisator pengembangan
usaha dengan menyediakan saran dan prarasana untuk mengembangkan Usaha
Mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Terhadap
pengembangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal apakah telah dijalankan
dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil
wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Pengembangan Usaha
Mikro yang di adakan. Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro melalui
wawancara terbuka dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
masyarakat sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap pengembangan
Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi, walaupun
belum dapat dikatakan maksimal karena dari lima kategorisasi yang dijelaskan
tiga kategori sudah terlaksana yaitu adanya program, sarana dan prasana yang
mendukung kebijakan serta adanya pemberdayaan. Sedangkan dua kategorisasi
yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya tindakan yang dilakukan belum
berjalan dengan baik dan adanya tujuan juga belum tercapai sepenuhnya.

Kata Kunci : Implementasi, pengembangan, Usaha Mikro
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah seluas
6.621 km? dan jumlah penduduk sekitar 439 ribu jiwa pada tahun 2017 dengan
pusat pemerintahan dan perekonomian di Kota Panyabungan. Dengan sumber
daya manusia dan sumber daya alam yang beragama menjadikan keberadaan
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Kabupaten Mandailing Natal cukup
tinggi yang tersebar di 23 Kecamatan.

Pesatnya perkembangan di Mandailing Natal, terutama di bidang ekonomi
dan perdagangan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan
untuk menjadikan Mandailing Natal lebih maju. Dalam perkembangan ini
pemerintah wajib melaksanakan wewenangnya dalam hal pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendorong lajunya ekonomi  masyarakat.
Peran pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian daerah melalui Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberdayaan sangat penting untuk
membantu pengembangan usaha masyarakatnya.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan
dengan prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan
UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Perwujudan kebijakan publik
yang transfaran, akuntabel, dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis
potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah.



Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang
seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan
kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri. Pemberdayaan juga meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dalam pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan
pekerjaan, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan mengetas rakyat dari
kemiskinan.

Dengan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang
dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan
usahanya. pemerintah Indonesia melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indoneia Nomor 2 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menegah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut diharapkan semua pelaku Usaha Mikro
dan Usaha Kecil untuk memiliki perizinan dari pemerintah dalam melakukan
usahanya. Tidak hanya sebagai bentuk legalitas usaha atau mendapatkan kepastian
hukum namun juga sebagai sarana pemberdayaan. Dengan adanya data izin Usaha
Mikro dan Kecil pemerintah mempunyai data usaha sebagai sarana pemerintah
dalam pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan
untuk mengembangkan usahanya dan memudahkan mendistribusikan program-

program bantuan pemerintah terhadap pelaku UMKM agar tepat sasaran.



Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 memiliki tujuan yaitu, memberikan
sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseorangan
dalam mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha Mikro, Kecil dan
Menengah menjadi kewenangan pemerintah dan juga masyarakat. Namun,
praktiknya kewenangan ini belum berjalan optimal disebabkan tidak semua
UMKM memiliki izin usaha sehingga tidak mendapatkan pengembangan usaha.

Permasalahan dibeberapa kasus Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin
usaha belum mendapatkan saran pemberdayaan guna mengembangkan usahanya.
Para pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin usaha hanya mendapatkan
legalitas usaha. Karena faktor ini juga keberadaan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha
Kecil masih banyak yang belum memiliki perizinan dalam melakukan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil.

Banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Mandailing
Natal diharapkan menguatkan perekonomian daerah. Namun pada praktiknya,
masih banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terhambat di
permodalan. Permodalan yg kurang membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sulit untuk berkembang.

Perkembangan teknologi seperti saat ini sudah seharusnya pemasaran
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah lebih mudah, karena dengan
perkembangan teknologi membuat pemasaran dibidang perdagangan terbuka
luas. Namun, sayangnya masih banyak para pelaku UMKM di Kabupaten

Mandailing Natal yang belum paham dalam penggunaan teknologi.



Inovasi dan kreativitas juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas
barang dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat
menembus pasar-pasar diluar wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Sampai saat
ini masih sedikit para pelaku UMKM di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah
melakukan inovasi produk untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan adanya masalah yang dihadapi saat
ini tentang Pengembangan Usaha Mikro, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul **Implemetasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
No 2 tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten
Mandailing Natal
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan
masalah peneliti adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan
UKM No 2 Tahun 2019 terhadap pengembangan usaha mikro di Kabupaten
Mandailing Natal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan
UKM No 2 Tahun 2019 terhadap pengembangan usaha mikro di Kabupaten
Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :



a. Meningkat wawasan penulis mengenai implementasi pengembangan

usaha mikro.

Memberikan solusi terhadap masalah dan hambatan pada
implementasi pengembangan usaha mikro di Kabupaten Mandailing
Natal

Menambah wawasan penulis dibidang Administrasi Publik melalui
penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi pengembangan Administrasi Publik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
: Uraian Teoritis
Dalam bab ini menjelaskan teori Implementasi, Kebijakan
Publik, Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro,
Pemberdayaan dan perizinan.
: Metode Penelitian
Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep,
defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas
objek penelitian.

: Hasil Penelitian Dan Pembahasan



Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil
pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.
BABV : Penutup
Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi
2.1.1. Pengertian Implementasi

Wahab (2004:68) mengatakan bahwa implementasi merupakan
pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk Undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah
mengidentifikasikan masalah yang ingin diselesaikan dan menyebutkan secara
tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Setiawan (2004:39) menyatakan implementasi adalah perluasan aktivitas
yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
Tindakan-tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan, untuk mencapai
tujuan dibutuhkan langkah-langkah yang tepat agar tujuan tercapai. Selain itu
diperlukan sumberdaya yang mempunyai kualitas.

Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan
berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada
posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterprestasikan, dan
menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dalam merealisaikan suatu program
perlu adanya actuating serta controling yang baik untuk melaksakan kebijakan

agar tujuan awal tercapai.



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama
yang harus dicapai demi tercapainya kegiatan terimplementasi karena dalam
program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain; a) adanya tujuan yang
akan dicapai, b) adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan
prosedur yang harus dilalui, ¢) adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan
prosedur yang harus dilalui, d) adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, e)
adanya strategi dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan bentuk
program-program. Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan
lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, Program tesebut yang
dilakukan dengan tindakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

2.2 Kebijakan
2.2.1 Pengetian Kebijakan

Menurut Yusri (2021:20) kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang
diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik di dalam usaha memilih
tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam membuat
suatu kebiajakan, biasanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangan yang ada atau bertentangan dengan kebijakan institusi yang lebih
tinggi karenanya sebuah kebijakan dapat diambil setelah melalui proses kajian

yang sesuai untuk itu.



Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan
atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan
dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang
holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya
dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang
merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntung dan ada yang dirugikan,
disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.
Dalam suatu negara pemerintah harus bijak dalam membuat suatu kebijakan agar
tidak ada pihak yang dirugikan terutama masyarakat. Dalam negara demokrasi
kepetingan masyarakat adalah yang utama.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan
tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan
sasaran yang diinginkan. Kebijakan akan berjalan apabila impelementasi yang di
lakukan kelompok atau pemerintah dalam kebijakan tersebut tepat.

Sedangakan menurut Donovan dan Jackson (2004:55) kebijakan
merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu
produk. Kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara
tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu

program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
adalah suatu pedoman atau petunjuk pelaksana yang baik yang bersifat positif
yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan
yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah
tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Kebijakan operasional yang berada
dibawah pelaksanaan.

2.3 Kebijakan Publik
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Widavsky (2002:17) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat
yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-
bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Kebijakan publik
merorientasi pada keuntungan masyarakat.

Sedangkan Menurut Nugroho (2014:244) kebijakan publik adalah aturan
main yang dilegalkan dengan undang-undang. Kondisi ideal adalah bahwa
kebijakan publik mencerminkan keyakinan akan kebaikan (yaitu nilai-nilai dan
norma-norma) yang berlangsung dalam proses politik yang dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga politik. Dan dalam impelementasinya juga dilakukan
pemerintah.

Dunn (1998:24) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat

pemerintah tidak boleh merugikan masyarakat. Dimana dalam penyusunannya
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melalui berbagai tahap. Tahap-tahap kebijakan menurut Dunn (1998:24) adalah
sebagai berikut :

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam
realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai
apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik
dipertarungkan.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut
berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya
dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam
tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih
sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar
pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh
kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan perintahnya. Namun,
warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung
dukungan rezim cenderung berdisfusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik

terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolelir pemerintahan
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disonsasi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu.
Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemrintah.

d. Penilaian Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu
kegiatan fungsioal. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap masalah-masalah kebijakan,
program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan tindakan intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam
masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan
secara luas.

2.3.2  Ciri— Ciri Umum Kebijakan Publik

Abidin (2006:41) menyatakan bahwa, sekalian tujuan dari tindakan
pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara
kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri tertentu dari berbagai kegiatan

pemerintah. Adapun ciri-ciri tersebut adalah;
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a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya, artinya, pembuatan suatu kebijakan
tidak boleh sekedar hasil buatan atau karena kebutuhan ada kesempatan
yang membuatnya.

b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam
masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interprentasi dan
penegakan hukum.

c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin
dilakukan pemerintah.

d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa
pengarahan untuk melaksanakan atau mengajunjurkan.

e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk
memaksa masyarakat mematuhinya.

2.3.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik
Tahap tahap kebijakan pablik menurut Dunn (2003:40) adalah a) terdapat

isu atau masalah publik; b) isu ini mungkin menggerakkan pemerintah untuk
merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka penyelesaiian masalah tersebut;
c) setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh
pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama sama dengan masyaraka; d)
setelah itu perlu tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian
apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan diimplementasikan
dengan baik pula; e) implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat
berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh

masyarakat f) didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome
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dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan
yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.
2.4 Implementasi Kebijakan

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Winarno (2005:102) juga mendefenisikan implementasi kebijakan publik
merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan oleh organisasi publik
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan
operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan
usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang
ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Nugroho (2014:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan
tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan
langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan
publik tersebut.

Menurut Subarsono (2005:101) beberapa faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis
diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumberdaya
organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen

pelaksana.
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Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan
suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu
tertentu. Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu
ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan
ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan bentuk program-program melalui proyek
intervensi dan kegiatan intervensi.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik
2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Aneta (2010:55) implementasi kebijakan publik merupakan salah
satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah
kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh
publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan
perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi
jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu
tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik yang
mutlak meliputi; a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni
dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah,
strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam

memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-
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sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapali, yaitu kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari
program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap
kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan,
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Selain itu, menurut Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang
dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik
tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu
program guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar
tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

2.6 Pengertian Usaha Mikro

Menurut Kara ( 274-275) Usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan
oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50
orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan
usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan
sejenisnya.

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit

usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan



17

usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur
dalam udang-undang (UU No. 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro yang
dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp.300 juta.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah
perorangan atau badan usaha yang tingkat pendapatannya kurang lebih dari RP.
50 juta setahun.

2.7 Pengertian Pengembangan Usaha Mikro

Menurut Putri (2017:5439-5440) Pengembangan Usaha Mikro pada
hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
masyarakat, seperti berikut :

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, pemerintah perlu mengupayakan
terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan kententraman
dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha,
keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan Pemerintah, bantuan permodalan pemerintah perlu
memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak
memberatkan bagi Usaha Mikro, untuk membantu peningkatan
permodalannya.

c. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha tertentu, perlindungan usaha jenis-
jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan

usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari
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pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah
yang bermuara pada saling menguntungkan (win-win solution)

d. Pemberdayaan dan pelatihan, pemerintah perlu  meningkatkan
pemberdayaan dan pelatihan bagi Usaha Mikro baik dalam aspek
kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta
keterampilannya dalam pengembangan usaha. Disamping itu juga perlu
diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pemberdayaan dan pelatihan
dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan
rintisan.

e. Membentuk Lembaga Khusus, membentuk lembaga khusus perlu
dibangun  suatu lembaga yang bertanggung jawab  dalam
mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya
penumbuh kembangan Usaha Mikro dan juga berfungsi untuk mencari
solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun
eksternal yang dihadapi oleh Usaha Mikro.

Menurut Anggraeni (2013:1290) pengembangan usaha UMKM terdiri dari;

a). pengadaan modal;

b).inovasi hasil produksi;

c).perluasan jaringan pemasaran;

d).pengadaan sarana dan prasarana.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan Usaha Mikro dilakukan pemerintah

dan para pelaku usaha mikro, dengan pemerintah sebagai fasilitator untuk

menggerakkan Usaha mikro lebih maju lagi. Melalui program-program, dan
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pemberian sarana dan prasarana dalam memberikan pemberdayaan dan pelatihan
untuk mengembangkannya.
2.8 Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti
tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Eddy Papila
(2007 : 42) yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk
membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi,
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk
mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Dalam mengembangkan itu
masyarakat diberikan pelatihan untuk mengembangkan kualitas usahanya untuk
meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurut Kartasamitha (1996 : 145) pemberdayaan adalah suatu upaya untuk
membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk
mengembangkannya. Pemberdayaan bermanfaat banyak terutama dalam hal
pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Kegiatan ini akan meningkatkan
pengetahuan masyarakat untuk beberapa hal.

Menurut Wrihatnolo (2007:2) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”,
bukan sebuah proses instan. Proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu
penyadaran, penfasilitasian, dan pendayaan. Pemberdayaan dilakukan dengan
sebuah proses yang dilakukan dengan sungguh untuk mendapatkan hasil yang

maksimal.
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Dari beberapa pernyataan tentang pembedayaan, dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun
kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan
pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat
terciptanya kemandirian dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi
ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan
berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

2.9 Perizinan

Menurut izzah (2018:157) yang dikutip Wijoyo, aspek perizinan UMKM dari
aspek hukum menunjukkan bahwa izin usaha sangat penting. lzin usaha
merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang
menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu
usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam
konteks berusaha, khususnya bagi UMKM, sehingga mereka dapat terlindungi.

Dalam peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019, izin usaha umkm bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha
Mikro dan Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya. Dan
pengawasan perizinan di lakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perizinan UMKM sangat
penting untuk mendapatkan perlindungan, legalitas usaha dan juga sarana

pemberdayaan usaha.



BAB IlI1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya
dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Metode deskriftif hanyalah memaparkan situasi. Penelitian dengan metode
ini tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis
kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif
sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara
mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk

mendapatkan data yang objektif.
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3.2 Kerangka Konsep
Sebagai pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat
digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Peraturan Menteri Menteri Koperasi Proses Implementasi Peraturan Menteri
Dan Usaha Kecil dan Menegah Koperasi Dan Ukm No 02 Tahun 2019:
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1. Adanya tujuan yang dicapai
2019 : .

2.Adanya tindakan yang dilakukan untuk

mendukung kebijakan

3.Adanya program yang dilaksanakan
4.Adanya sarana dan prasarana Yyang

Terwujudnya Pengembangkan mendukung Kebijakan
Usaha Mikro di Kabupaten

o 5. Pemberdayaan
Mandailing Natal

3.3 Defenisi Konsep
Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang
menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah
kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu,
maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :
a. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan
diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan

kebijakan.
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b. Peraturan Menteri adalah peraturan yang mengatur hal-hal teknis yang
bersifat sektoral kementerian.
c. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan
melalui pendidikan dan pelatihan.
d. Usaha Mikro adalah perorangan atau badan usaha yang tingkat
pendapatannya kurang lebih dari RP. 50 juta setahun.
e. Pengembangan Usaha Mikro dilakukan pemerintah dan para pelaku usaha
mikro, dengan pameintah sebagai fasilitator untuk menggerakkan Usaha
mikro lebih maju lagi. Melalui program-program dan pelatihan untuk
mengembangkan Usaha Mikro.
3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun
atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau Kriteria tertentu. Kategorisasi
menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga
diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan
merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang

ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No. Defenisi Konsep Kategorisasi
1. Implementasi - Adanya tujuan yang dicapai
Peraturan Menteri -Adanya tindakan yang dilakukan untuk

mendukung kebijakan
-Adanya program yang dilaksanakan
-Adanya sarana atau prasarana yang

mendukung Kebijakan

2. Pengembangan usaha -Pemberdayaan

-Sarana dan prasarana

Sumber : Hasil olahan 2021
1. Implementasi Peraturan Menteri

a. Adanya tujuan yang dicapai, merupakan sumber gagasan yang diperlukan.
Proses penelitian adalah proses seleksi data. Hal ini diperlukan untuk
mendapatkan data yang relevan dan signifikan.

b. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan merupakan
suata kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro.

c. Adanya program yang dilaksanakan merupakan kegiatan-kegiatan rutin
untuk mendorong usaha mikro

d. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung Kebijakan merupakan
fasilitas pendukung untuk melaksanakan kegiatan pengembangan usaha

mikro
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2. Pengembangan usaha

a. Pemberdayaan merupakan pemberian pelatihan dan pembinaan bagi para

pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya

b. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung kegiatan

pengembangkan usaha bagi para pelaku usaha dari pemerintah

3.5 Narasumber

Adapaun Narasumber dari penelitian ini adalah :

a. Nama
Usia

Jabatan

b. Nama
Usia

Jabatan

c. Nama
Usia
Pekerjaan

d. Nama
Usia
Pekerjaan

e. Nama
Usia

Pedagang

:Dra.Warih Prihatni

:50 tahun

:Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan

koperasi dan usaha kecil

:Syukri Lubis,SP

:42 tahun

:Kepala seksi pemberdayaan dan fasilitasi usaha

mikro

‘Rosida Nasution
:45 tahun

:Usaha Rengginang
: Andi Hakim

:40 tahun

: Pedagang Kopi
‘Rahmat

:38 tahun

:Usaha Kipang



26

3.6 Teknik Pegumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang
penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara.

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh
keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si
pewanwancara dengan narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan
interview guide (panduan wawancara). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik
wawancara in-depth interview.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data,
disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. Data yang disajikan
berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sehingga memberikan gambaran
tentang bagaimana pengembangan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang
dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

a) Reduksi Data

Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk

melakukan penggumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.
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b) Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka
akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila
didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari
dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun
yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Mandailing Natal.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak
tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan
yaitu dari bulan Februari sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian
dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Mandailing Natal
Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing
Natal berdiri pada tahun 2009. Dalam rencana satuan kerja Tahun 2016-2021

perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berfungsi sebagai
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kerangka teknis dan sebagai kerangka pemberdayaan, Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah yang secara langsung menyentuh masyarakat khususnya
koperasi dan usaha kecil dan menengah Kabupaten Mandailing Natal. Dinas
Koperasi dan UKM melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
daerah di bidang Koperasi dan UKM.

3.9.2 Telaah Visi dan Misi dan Program RPJMD

Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2016-2021 yaitu

“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat,
Cerdas, Didukung Sarana dan Prasarana, Infrastruktur Yang Kuat Serta
Masyarakat Religius dan Berbudaya” merupakan perwujudan dari Visi dan Misi
pasangan Drs. H. Dahlan Nasution dan H Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution
yang terpilih menjadi Bupati Mandailing Natal Periode 2016-2021 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal
merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari pada Visi dan Misi tersebut.

a. Visi
Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah;

1. Berkedaulatan Pangan adalah masyarakat yang memenuhi kebutuhan
pokoknya secara mandiri yang bersumber dari hasil-hasil pertania dari
daerah sendiri (swasembada)

2. Mandiri Ekonomi adalah masyarakat yang meningkat ekonominya dan
dari hasil usaha dan pengolahan kekayaan alam dengan system

ekonomi kerakyatan serta inovasi dalam pengolahan sumber daya alam
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3. Sehat adalah masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani
didukung oleh lingkungan dan pola hidup yang sehat
4. Cerdas adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras
anatara ilmu dan akal, dan spiritual mulai dari masyarakat jenjang
pendidikan formal dan informal
5. Sarana Prasarana Infrastruktur Yang Kuat adalah terpenuhinya sarana
dan prasarana infrastruktur dengan fokus pada penciptaan aksesbilitas
didaerah-daerah yang masih termasuk kategori terpencil serta
perbaikan pada infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan
perekonomian masyarakat
6. Masyarakat Yang Regilius adalah terwujudnya masyarakat yang
mengemban nilai-nilai agama
7. Berbudaya adalah terwujudnya masyarakat yang memgang teguh nilai-
nilai posistif kekayaan budaya dan adat daerah sebagai warisan yang
tak ternilai harganya bagi generasi yang akan datang
8. Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi dimasa
mendatang
Aplikasi dari visi sebagaimana di uraikan diatas, sangat tergantung pada
sebuah komitmen dari seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang ada di
Kabupaten Mandailing Natal dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya

manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan guna sebesar-besarnya
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untuk kemakmuran dan kesejahteraaan masyarakat. Hal ini akan tercapai jika Kita
menentukan sasaran pokok yang terurai dalam sebuah misi.

Sejalan dengan visi misi yang disampaikan oleh kepala daerah dan wakil
kepala daerah waktu Pilkada hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, hambatan/permasalahan
yang ada akan berubah menjadi tantangan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya
pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan
kegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan sehat dan sejahtera misinya adalah meningkatkan
pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan
pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

b. Misi

Untuk memenuhi visi tersebut diatas diperlukan adanya kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat serta dukungan DPRD kabupaten Mandailing Natal
dalam melanjutkan 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. landasan mewujudkan visi tersebut tertuang
dalam misi kabupaten Mandailing natal yang akan dicapai tahun 2016-2021
sebagali berikut :

1. Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi
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3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia

5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, infrastruktur, permukiman,

dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal

6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

7. Melestarikan adat dan budaya daerah

8. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa serta

anti korupsi

9. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan

berkelanjutan

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil

Seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :

a.

b.

Mengordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi

Mengordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam maupun
luar negeri

Mengordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi

Mengordinasikan kemitraan anatara koperasi dan badan usaha lainnya
Mengordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat

organisasi koperasi
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Mengordinasikan pelaksanaa perlindungan koperasi

Mengordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan
luar negeri

Mengordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil

Mengordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil

Mengordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usha kecil menjadi usaha menengah
Mengordinasikan pengembangan kewirausahaan

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuali
tugas pokok dan fungsinya

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi pemberdayaan dan fasilitas usaha mikro mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :

a.

b.

Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil
Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar
negeri

Menganalisis dan pengolahan data UMKM dan izin usaha mikro kecil
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d. Merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah

e. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil

f. Penyelenggaraan sosialisasi petunjuk teknis, pedoman operasional dan
program, kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah

g. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi tepat
guna bagi usha mikro kecil dan menengah

h. Penyelenggaraan penyebaran informasi pasar kepada usaha kecil dan
menengah serta mengembangkan pasar bagi produk usaha mikro,
kecil, menegah

i. Penyelenggaraan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam
mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengakses
informasi

J.  Menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi produk UMKM
melalui event pameran sampai tingkat nasion

k. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan
dan fasilitasi usaha kecil

I.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil
penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data
yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang
untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam
penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 2 orang dari pihak Dinas Koperasi
Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal dan 3 orang diantaranya
para pelaku Usaha Mikro.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap
narasumber dapat dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategori
menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam
pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber
informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis
sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Deskripai Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang
berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan

presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

35



36

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Berdsarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 Laki-laki 3 60%
2 Perempuan 2 40%
Jumlah 5 100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berjenis
kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 60%
sama dengan narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 2 atau
40%.

b. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur
Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua
kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun
dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan
persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :
Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No Umur Frekuensi Persentase
1 30-39 1 20%
2 40 — 49 3 60 %
3 50 -59 1 20%

Jumlah 5 100%
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berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber
berumur mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Begitu
halnya dengan umur 30-39 tahun dengan frekuensi 1 orang 20% dan umur 50-59
tahun dengan frekuensi 1 atau 20%.
c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan
Narasumber yang akan diwawancara di ketegorikan berdasarkan pekerjaan
yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu
pegawai negeri sipil dan pelaku Usaha Mikro. Pada tabel dibawah ini akan
dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut
Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Frekuensi Persentase
1 Pegawai  Negeri 2 40%
Sipil
2 Pelaku Usaha 3 60%
Mikro
Jumlah 5 100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 2 orang atau 40% dan sebagai

pelaku Usaha Mikro dengan frekuensi 3 atau 60%.
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4.2 Pembahasan
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan
cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara
dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan
interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan
dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya
dan berstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di
lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga
diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

a. Adanya Tujuan Yang Dicapai

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses
perencanaan, pengarahan, pegorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk
mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi
kebijakan. Tujuan dari implementasi peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm
Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, adalah memberikan
kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil
perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Ibu Dra.Warih Prihatni pada
tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan

koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing
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Natal menyatakan bahwa dengan adanya tujuan dari Implementasi peraturan
Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan
Usaha di Kabupaten Mandailing Natal sudah dapat dikatakan berjalani. Usaha
yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Mandailing Natal
dalam pengembangan Usaha Mikro melalui sosialisasi memberikan motivasi,
pemberdayaan dan pelatihan, untuk meningkatakan kemampuan dan
meningkatkan kualitias produk bagi para pelaku Usaha Mikro. Dengan adanya hal
tersebut masih adanya faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan
Usaha kecil dan Menengah Mandailing Natal dalam mengembangkan usaha, yaitu
masih banyak pelaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai izin, untuk itu dalam
kegiatan pemberdayaan selalu dilakukan pendataan ulang. Dan dalam
pemberdayaan yang dilakukan pelaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai izin
juga ikut dalam kegiatan pemberdayaan. kesulitan mendata para pelaku Usaha
Mikro karena pelaku Usaha Mikro tidak tetap melakukan usahanya, dan dalam
melakukan pengembangan usaha hanya 7 usaha mikro yang mempunyai izin
usaha. Dinas koperasi berupaya agar para pelaku usaha Mikro mempunyai izin
usaha.

Menurut Bapak Syukri Lubis, SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala
Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro bahwa tujuan yang dicapai sudah
dilakukan. Dalam pengembangan usaha Mikro melalui pelatihan dengan
Narasumber yang tepat dan sesuai dengan keahliannya. Biasanya narasumber
yang di undang berasal dari Provinsi. Usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Mengah Mandailing Natal kepada masyarakat yaitu dengan
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memberikan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas produk usaha mikro
kabupaten Mandailing Natal dan juga membantu mempromosikan produk-produk
Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Namun masih ada faktor
pengahambat dalam mencapai tujuan peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm
Nomor 2 Tahun 2019 yaitu masih banyak pelaku usaha mikro masih banyak yang
belum mempunyai izin. Dan beliau menyatakan bahwa data yang mempunyai izin
usaha hanya sedikit.

Hasil wawancara dari Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret 2021
selaku pelaku Usaha Mikro yang sudah mendapatkan pemberdayaan menyatakan
bahwa tujuan yang dicapai sudah dijalankan dengan baik. Pemberdayaan dan
pelatihan yang disediakan Dinas Kopersai dan Usaha Kecil dan Menengah sudah
sesuai dengan keinginan masyarakat, itu dibuktikan dengan adanya sosialisasi,
pemberdayaan dan pelatihan yang berguna untuk mengembangkan usaha mereka.
Dan ibu Rosida Nasution sudah mempunyai izin usaha yang mendapat
keuntungan pemberdayaan seperti pelatihan guna mengembangkan usaha dan
tidak hanya sekedar legalitas.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Bapak Andi Hakim pada tanggal
25 Maret 2021 yang juga sebagai pelaku Usaha Mikro yang menyatakan bahwa
tidak mengetahui adanya pemberdayaan dan pelatihan yang bertujuan untuk
mengembangkan usaha, beliau merasa yang diadakan pihak dinas bukan
pemberdayaan namun lebih ke sosialisasi. Dan beliau merasa bahwa dengan
mempunyai izin usaha beliau tidak memperoleh keuntungan apa-apa kecuali

legalitas usahanya.
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Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 yang juga
sebagai pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sesuai
dengan yang diharapkan. Pelatihan dan pemberdayaan juga diperoleh walaupun
belum mempunyai izin usaha. Menurutnya pelatihan dan pemberdayaan yang
diperoleh berguna untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan
bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan
Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten
Mandailing Natal telah tercapai. Itu dibuktikan dengan adanya pelatihan dan
pemberdayaan yang dilakukan. Namun masih terdapat faktor penghambat yaitu
kesulitan mendata pelaku usaha mikro yang mempunyai izin yang seharusnya
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapatkan data, sehingga
memudahkan melakukan pelatihan. Usaha mikro yang telah mempunyai izin
berhak mendapatkan pelatihan namun sayangnya masih ada yang belum
mendapatkannya. Dan pelaku usaha mikro yang tidak mempunyai izin ikut serta
dalam pelatihan tersebut.

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

Tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan mengarah pada tujuan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari
peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra.Warih Prihatni

pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan
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pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa kami selaku Dinas yang
menjalankan Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun
2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal
melakukan tindakan dengan melalukan pelatihan dan pemberdayaan dengan
berbagai program-program yang bertujuan mengembangkan usaha. Tindakan
yang selalu kami lakukan yaitu memberikan pelatihan 1 tahun sekali dan juga ikut
mempromosikan produk-produk dari pelaku Usaha Mikro. Namun masih terdapat
kendala dalam melakukan tindakan karena kesulitan pendataan pelaku Usaha
Mikro yang tidak tetap berusaha apalagi dimasa pandemi ini tindakan ini tidak
berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri
Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan
Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan terhadap tindakan yang
dilakukan dalam pengembagan Usaha Mikro beliau menyatakan bahwa pihak
Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah melakukan tindakan
pengembangan Usaha Mikro dan juga terkadang bekerja sama dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan seperti
melakukan pelatihan dengan memfasilitasi pelaku usaha mikro dengan
Narasumber yang tepat.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret
2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pengembangan Usaha
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memalui tindakan pelatihan. Dan pelatihan yang diberikan membawa dampak
yang baik terhadap uasahanya.

Hasil wawancara dari Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021
menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dalam melakukan tindakan untuk mendukung kebijakan belum
optimal. Kendala yang di yang dirasakan dari tindakan pengembangan usaha yaitu
belum merasakan dampak dari tindakan pengembangan usaha karena setelah
mempunyai izin beliau hanya mendapat undangan sosialisasi bukan
pemberdayaan. Beliau juga merasa perlunya kesesuaian tema dalam sosialisasi
yang di adakan dengan peserta.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan
bahwa tindakan Pelatihan dan pemberdayaan beliau juga dapat dari Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan Usahanya.
Menurutnya pelatihan dan pemberdayaan memberikan dampak yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan
bahwa tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan terhadap
pengembangan usaha mikro di kabupaten mandailing natal telah berjalan, dengan
melakukan tindakan pelatihan sekali setahun. Walaupun, masih terdapat kendala
kesulitan mendata apalagi di masa pandemi seperti saat ini,dan juga perlu
menyesuaikan tema-tema kegiatan dengan para peserta, keterbatasan biaya juga

membuat tindakan ini tidak berlanjut di masa pandemi ini.
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c. Adanya program yang dilaksanakan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang
dapat diimplementasikan, program pemberdayaan dan pelatihan bertujuan untuk
pengembangan Usaha Mikro. Pogram tersebut sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal
2016-2021 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra.Warih Prihatni
pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan
pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa menyatakan bahwa program
yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. program kerja yang dilakukan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu melakukan pelatihan dan
sosialisai mengenai meningkatkan motivasi usaha, meningkatkan daya saing
melalui pengembangan kemasan/packing produk, dan juga pembinaan dan
optimalisme usaha koperasi dan usaha mikro. Pada saat HUT Mandailing Natal
Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mempromosikan produk-produk
dari UMKM. Program ini sudah berjalan mulai dari Dinas ini ada. Program ini
cukup berhasil mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal.
Indikator keberhasilannya terlihat dari sudah adaya produk dari Mandailing Natal
di Manca Negara seperti Kopi. Namun, pada masa covid-19 ini program-program
yang telah ada terhenti karena keterbatasan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri

Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan
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Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan terhadap program yang
dilaksanakan dalam pengembagan Usaha Mikro beliau menyatakan bahwa pihak
Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan program pelatihan
dengan beberapa tema sama halnya dengan yang di sebutkan Ibu Warih yaitu
sosialisai mengenai meningkatkan motivasi usaha, meningkatkan daya saing
melalui pengembangan kemasan/packing produk, dan juga pembinaan dan
optimalisme usaha koperasi dan usaha mikro. Pada saat HUT Mandailing Natal
Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mempromosikan produk-produk
dari UMKM, program ini cukup memeberikan pengaruh yang baik terhadap
pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan
program-program tersebut di fasilitasi dengan Narasumber-narasumber yang
kompeten di bidangnya. Pelaku usaha mikro rendah dan kurangnya pengetahuan
tentang internet sehingga masih mengalami kesulitan untuk pemasaran di luar
daerah. Sudah ada rencana melakukan pelatihan dengan tema pemasaran melalui
website dan media sosial namun, pada masa pandemi seperti sekarang sulit untuk
melakukan aktivitas pelatihan.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret
2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa program yang dilakukan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pengembangan
Usaha. Beliau sudah mendapatakan program-program pengembangan Usaha. Dan
program tersebut memberikan dampak yang baik bagi usahaya seperti packaging ,
hal tersebut memberika pengetahuan dan juga kemampuan kepada beliau untuk

dapat memperbaiki packaging produknya untuk lebih menarik lagi. Dan beliau
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juga menyampaikan perlu ada program tentang pemsaran produk, agar produk-
produk dari usaha Mikro bisa lebih luas lagi.

Berbeda halnya dengan Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021
menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui program yang di berikan Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dan juga tidak mendapatkan program
apapun untuk mengembangkan usahanya.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan
bahwa program Pelatihan dan pemberdayaan diperoleh dari Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan Usahanya cukup bagus dengan
tentor-tentor atau narasumber yang bagus sehingga mendukung pengembangan
usahanya.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah dapat dikatakan tertib/tercapai, hal ini
dibuktikan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang juga
melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro setiap 1 tahun
sekali. Namun, masih ada pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin tidak
mendapatkan program sedangkan yang belum mempunyai izin mendapat program
dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan pada masa pandemi ini
program-program ini terhenti.

d. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung kebijakan

Sarana atau prasarana juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pelatihan
terhadap pengembangan usaha mikro. Dengan adanya sarana atau prasarana

memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam pengembangan usaha mikro.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra.Warih Prihatni
pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan
pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa menyatakan bahwa sarana dan
prasarana yang mendukung kebijakan yaitu diadakannya pelatihan dengan sarana
atau prasarana dengan memberikan modul yang bagus, tempat pelatihan dan juga
tentor yang berkompeten. Untuk kendala pengadaan sarana dan prasarana hanya
di biaya dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri
Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan
Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan bahwa untuk sarana atau
prasarana yang diberikan berupa tempat dan narasumber yang sesuai.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret
2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa beliau pernah mendapat
sarana atau prasarana berupa alat produksi dari Dinas Perdagangan yang bekerja
sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. beliau juga sering
mendapat pelatihan dan pemberdayaan, sarana dan prasarana yang diperoleh yaitu
tempat dan narasumber yang baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021
menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya pemberian alat produksi kepada
pelaku Usaha Mikro namun beliau tidak pernah mendapat alat tersebut. Beliau
pernah mengikuti pelatihan namun beliau merasa itu pelatihan dan pemberdayaan

masih kurang optimal, narasumbernya kurang tepat.
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Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan
bahwa sarana atau prasana yang didapat dalam kegiatan pelatihan dan
pemberdayaan yang diadakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu
memberikan temapat yang bagus dan juga narasumber yang sesuai.

Dari hasi wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa sarana
atau prasarana yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah berupa
tempat yang bagus dan juga narasumber yang kompeten di bidang. Namun, untuk
saran atau prasarana berupa alat produksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah belum memberikan hal itu.

e. Adanya pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan
cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang
dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra.Warih Prihatni
pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan
pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa pemberdayaan sudah dilakukan
dengan melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kulitas produk untuk
mengembangkan usahanya. Pemberdayaan di adakan setahun sekali dan 3 hari
waktu pelatihan. pemberdayaan ini akan efektif apabila para pelaku Usaha Mikro
menerapkannya dengan waktu tiga hari pelatihan kami dari pihak dinas merasa
cukup untuk bagi pelaku Usaha Mikro untuk memahaminya. Dengan

pemberdayaan yang dilakukan, masih terdapat kendala yaitu setiap pelatihan
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dibatasi dengan jumlah 50 UMKM sehingga masih banyak yang belum mendapat
pemberdayaan. Kesulitan mendata pelaku Usaha Mikro apalagi dalam kondisi
pandemi seperti saat ini. Dan dalam kondisi pandemi ini pelatihan dan
pemberdayaan ditiadakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri
Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan
Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan bahwa pemberdayaan sudah
dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan memberikan
pemberdayaan dengan beberapa tema kegiatan. Waktu pemberdayaan diadakan
setahun sekali dan sudah efektif. Kendala yang dihadai yaitu tidak adanya
kegiatan pemberdayaan pada masa pandemi ini karena keterbatasan biaya.

Hasil wawancara dengan lbu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret
2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa sudah megetahui adanya
pemberdayaan dan sudah mendapat pemberdayaan. Pemberdayaan seperti
pelatihan-pelatihan. Dan beliau tidak mengetahui kapan pemberdayaan dilakukan
karena tidak setiap pemberdayaan beliau ikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021
menyatakan bahwa beliau beliau tidak mengetahui adanya pemberdayaan dan
belum pernah mendapat pemberdayaan.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan
bahwa sudah mengetahui adanya pemberdayaan dan mendapat pemberdayaan

tersbut. Namun beliau tidak mengetahui kapan waktu pemberdayaan dilakukan.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah sudah melakukan pemberdayaan, namun pada masa pendemi saatn ini
pemberdayaan tidak diadakan.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap merujuk
kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari
seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan
wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan
pengembangan Usaha Mikro di kabupaten Mandaiing Natal.

a. Adanya tujuan yang dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan
bahwa implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal, dengan
adanya tujuan yang dicapai, sudah dikatakan berajalan, itu dibuktikan dengan
adanya diadakan pelatihan dan pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro,
Namun masih terdapat kendala yaitu kesulitan mendata para pelaku Usaha Mikro
untuk mengikuti pelatihan.

Adapun tugas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah terhadap pengembangan Usha Mikro yaitu dengan mengoptimalkan
pengembangan usaha mikro dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan
kepada pelaku Usaha Mikro.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika dikaitkan dengan terori

implementasi kebijakan publik. Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa
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implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan
langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari
kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa
anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Nugroho (2003:158)
dengan adanya tujuan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan
tujuannya, namun masih ada kendala dalam mencapai tujuan tersebut yaitu
adanya pelaku Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan meskipun tidak
memiliki izin usaha.

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan
bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, adanya
tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan perlu lebih maksimal
karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih kesulitan untuk
mendata pelaku Usaha Mikro untuk melakukan kegiatan pengembangan Usaha
Mikro.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan
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tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan
sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa
anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori Tangkilisan (2003:12) dengan
adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan sudah berjalan
yaitu dengan adanya tindakan pengembangan usaha sekali setahun,dan juga
terkadang bekerja sama dengan instansi lain untuk mengembangkan usaha.
Namun, pada masa pandemi seperti saat ini, pengembangan usaha tidak dilakukan
karena kesulitan mendata pelaku usaha mikro.

c. Adanya program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan
bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, dengan
adanya program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari pihak Dinas
melakukan sosialisasi da pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro sekali setahun
sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan kepada
pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan Usahanya.

Dengan adanya Peraturan tersebut dapat menjadi salah satu sumber
pelatihan kemampuan dan meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro, sehingga
produk-produk bisa di pasarkan di luar wilayah Mandailig Natal.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori

Implementasi. Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan
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dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana
pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterprestasikan,
dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa
anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Tangkilis (2003:29)
dengan adanya program yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengan di Kabupaten Mandailing Natal sudah
menjalankan program dengan baik. Namun,seharusnya program-program tersebut
bisa berjalan secara virtual.

d. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa
Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap
Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, dengan adanya
sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah belum sepenuhnya berhasil. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah hanya menyediakan tempat pelatihan dan narasumber yang sesuai
untuk alat-alat produksi dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum
menyediakannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori
pengembangan usaha. Menurut Anggraeni (2013:1290) pengembangan usaha
UMKM terdiri dari a). pengadaan modal; b).inovasi hasil produksi; c).perluasan
jaringan pemasaran; d).pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan asumsi

tersebut penulis menilai bahwa pengembangan Usaha  Mikro dilakukan
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pemerintah dan para pelaku usaha mikro, dengan pemerintah sebagai fasilitator
dengan memberikan sarana prasarana untuk menggerakkan Usaha mikro lebih
maju lagi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa
anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Anggaraeni (2013;
1290) dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan, dapat
diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengan di
Kabupaten Mandailing Natal sudah memberikan sarana dan prasasarana namun
belum optimal.

e. Adanya pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan
bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, dengan
adanya pemberdayaan yang dilakukan dinas Koperasi dan Usha Kecil Menengah
sudah di jalankan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pemberdayaan dengan
program pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku Usaha mikro.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dikaitkan dengan teori
pemberdayaan. Menurut Kartasamitha (1996 : 145) pemberdayaan adalah suatu
upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk
mengembangkannya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa

anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Kartasamitha (1996:145)



55

dengan pemberdayaan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengan di Kabupaten Mandailing Natal sudah memberikan
pemberdayaan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa
Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap
Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal sudah
terimpelemtasi namun belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari 5 kategorisasi
tersebut, yaitu :

1. tujuan yang telah ditetapkan dalam Implementasi Peraturan Menteri
Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha
Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan. Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal sudah
menjalankan tujuannya,dengan melakukan sosialisai dan pelatihan untuk
mengembangkan usaha mikro, namun masih ada kendala dalam
mencapai tujuan tersebut yaitu adanya pelaku Usaha Mikro yang
mendapat pelatihan meskipun tidak memiliki izin usaha.

2. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal
dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah sudah berjalan namun belum maksimal, dan pada
masa pandemi seperti saat ini, kegiatan pengembangan usaha tidak

dilakukan karena kesulitan mendata pelaku usaha mikro.
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Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal
dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan
dengan baik. Namun, pada masa pandemi seperti ini program-program
tersebut terhenti.

Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal
dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang diberikan Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah baru berupa tempat dan
narasumber. Untuk alat-alat produksi belum di sediakan.

Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal
dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah sudah berjalan dengan baik terlihat dari

beberapa pelatihan dan program yang diberikan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, tentang Implementasi Peraturan

Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha

Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis menyimpulkan sebagai

berikut :

1.

Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019
Terhadap pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal
sudah terimplementasi namun belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan
dengan adanya kegiatan pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam
melakukan pengembangan usaha masih terdapat kendala yaitu masih
banyaknya pelaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai izin mendapatkan
pengembangan uasaha sedangkan yang mempunyai izin hanya 7 pelaku
Usaha Mikro yang mendapat pengembangan.

Tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan sudah berjalan. hal
tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan pelatihan sekali setahun.
Namun, pada masa pandemi tidak berjalan. Kemudian karena kesulitan
mendata pelaku usaha mikromaka pelaku usaha mikro yang tidak memiliki
izin pun ikut mendapat pengembangan.

Mengenai program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti
melakukan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro serta pelatihan setahun

sekali. Namun, pada saat pandemi ini tidak ada program yang berjalan.
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Sarana dan prasarana yang berikan sudah berjalan dengan dengan baik
yaitu dengan menyediakan tempat pelatiahan guna mengembangkan
Usaha mikro. Dan juga di sediakan narasumber-narasumber yang
kompeten di bidangnya. Hal-hal yang perlu dibenahi yaitu perlu adanya

pemberian alat-alat produksi bagi Usaha Mikro.

5. Pemberdayaan yang diberikan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

menengah sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya
terlihat beberapa pelatihan dan program yang diberikan yang berguna
untuk  meningkatkan kemampuan pelaku Usaha Mikro untuk
mengembangkan usahanya. Pemberdayaan dilakukan sekali setahun,

namun pada saat masa pandemi pemberdayaan ini tidak berjalan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis

memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan

Ukm Terhadapa Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal

sebagai berikut :

1.

2.

Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan namun belum
optimal, perlu adanya data pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai
izin yang minta melalui surat resmi ke Dinas perizinan Satu Pintu.

Adanya tindakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, untuk
mempermudah setiap kegiatan seharusnya data yan sudah ada bisa

dilanjutkan dan untuk pendataan ulang bisa di minta di Dinas perizinan
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satu pintu, dan untuk kegiatan seharusnya yang mempunyai izin yang
berhak mendapatkannya.

. Adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi
karena masa pandemi program-program ini tidak berjalan. Tindakan
pelatihan dan pemberdayaan seharusnya bisa berjalan secara virtual dan
juga lebih hemat biaya

. Adanya sarana dan prasana untuk mendukung kebijakan sudah berjalan
dengan baik, namun perlu juga diberikan sarana dan prasarana berupa alat-
alat produksi.

. Adanya pemberdayaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, hal
perlu lagi di tingkatkan pelayanannya agar pelaku usaha Mikro merasa

pemberdaayan yang dilakukan efektif bagi pengembangan usahanya.
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO

Nama

Umur

Jabatan

2 TAHUN 2019 TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI

KABUPATEN MANDAILING NATAL

a. Adanya tujuan yang dicapai

1.

Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dalam mengembangkan usaha mikro di  Kabupaten
Mandailing Natal ?

Apakah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM NO Tahun 2016

terhadap pengembangan usaha sudah terimplementasi ?

3. Apa faktor penghambat dalam melakukan pengembangan usaha mikro

di Kabupaten Mandailing Natal ?

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

1.

Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten
Mandailing Natal ? -

Sejauh mana tindakan tersebut sudah berjalan ?
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Kapan waktu pemberdayaan itu dilakukan?
Apakah pemberdayaan tersebut efektif dalam mengembangkan usaha

mikro masyarakat?

Apa kendala yang di hadapi dalam memberikan pemberdayaan

tersebut?



64

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NO 2 TAHUN
2019 TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI

KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nama
Umur
Pekerjaan:

a. Adanya tujuan yang dicapai
1. Apakah ibu/bapak tahu bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menergah melakukan pengembangan usaha mikro?
2. Apakah Bapak/ ibu mendapat mengembangkan usaha?
3. Apa Bapak/ibu sudah mendapatkan izin usaha ?
b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan
| .Apakah Bapak/Ibu tahu apa saja upaya yang dilakukan Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah dalam mengembangkan usaha mikro di
Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apakah tindakan penggmbangan usaha tersebut membawa dampak
yang baik terhadap usaha bapak/Ibu?
3. Apa kendala dari tindakan .nengembangan' usaha mikro yang

- Bapak/Ibu rasakan?
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Adanya program yang dilaksanakan

1. Apakah Bapak/Ibu tahhu apa szja program yang diberikan pemerintah
dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal?

2. Apakah Bapak/Ibv sudah mendapatkan program-program untuk
mengembangkan usaha?

3. Apa program tersebut membantu usaha Bapak/Ibu?

Adanya sarana atau prasarana Yang mendukung kebijakan

1. Apakah bapak/ibu sudali mendapat sarana atau prasarana dari dinas
koperasi dan Usaha Kccil Menengah ?

2. Apa saja sarana atau prasana yang di berikan pemerintah kepada
pelaku usaha mikro ?

3. Sudah berapa kali mendapat sarana atau prasarana tersebi(?

Adanya pemberdayaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pemberdayaan guna
mendukung pergembangan usaha mikro?

2. + Apakah Bapak/Ibu sudah mendanat pemberdayaan tersebut?

3. Pemberdayaan seperti apa yang diberikan?

4. Kapan waktu pemberdayaan itu dilakukan?

5. Apakah pemberdayaan tersebut efektif dalam mengembangkan usaha
mikro?

6. Apa kendala dalam pemberdayaan tersebut?
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.\l'»\.ll'.LlS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMS Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Unggui] Cordas Terot1ovs Website : http:/www.umsu.acid  E-mail : rektor@umsu.ac.id
i
Nomor : 300/KET/11.3-AU/UMSU-03/F/2021 Medan, 21 Rajab 1442 H
Lampiran @ -- 05 Maret 2021 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kahupaten Mandailing Natal
di-
Tempat.
Bissmillahirahmanirrahi
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal’afiat serta sukses dalam menjalankan

scgala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperolch data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu
(S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mabhasiswa : TINA AMALIA

NPM : 17103100045

Program Studi : llmu Administrasi Publik

Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2020/2021

Judul Sknipst : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM

NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
MIKRO DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu “alaikum wr. wb.

.EH, S.Sos., MSP.

Cc : File.
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PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 22978
Telp. 0636 — 326187 Fax. 0636 - 326302

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 518/ 11 /DKUKM/2021

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi
Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 300/KET/1.3-

AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 05 Maret 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa

Sehubungan dengan perihal tersebut, bersama ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Mandailing Natal memberikan lzin Penelitian hanya untuk Pembuatan
Skripsi kepada :

Nama : TINA AMALIA

NPM : 17103100045

Program Studi . llmu Administrasi Publik

Fakultas : llmu Sosial Dan limu Politik

Judul Penelitian . Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2019

Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal
Daerah Penelitian : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal
Lokasi Penelitian  : UKM di Kabupaten Mandailing Natal
Lama Penelitian : 2 Minggu

Demikian disampaikan kiranya Saudara dapat melaksanakannya

Paffyabungan, 22 Tacet 2021
KERALA DINAS KOPERASI

IKHWAN:EFENDI, S.Pd. MM

- PEMBINA UTAMA MUDA — -
NIP. 19630704 198601 1 001
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

J1. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp 6624567 - Ext. | 13 Medan 20238
Website: hup:/'/pcrpusmkaan.umsu.uc.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: )2 /KET/IL5-AUUMSU-P/M/2021

S

Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada
umatera Utara dengan ini mencrangkan

Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah §

Nama : TINA AMALIA
NPM : 1703100045
Fakultas . Tlmu Sosial dan Iimu Politik

Jurusan/ P.Studi : Tlmu Administrasi Publik

telah menyclesaikan segala urusan yang berhubungan dengan  Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Syawal 1442 H

/fkl_‘)\Mci 2021 M
W

‘\\\\'.Ablylll 3

-
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tina Amalia
Tempat/TglLahir : Kotanopan, 17 Februari 1999
NPM : 1703100045
JenisKelamin : Perempuan
Agama - Islam

Warga Negara - Indonesia
Alamat : Kotanopan
Anakke : 1 (pertama)
Nama Orang Tua

Ayah : Diris Siregar
Ibu : Dina Chaniago
Alamat : Kotanopan

Pendidikan Formal

1.

2
3.
4

SD Negeri 190 Kotanopan, (2005-2011)

. SMP Negeri 1 Kotanopan, (2011-2014)

SMA Negeri 1 Kotanopan, (2014-2017)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, April 2021

Tina Amalia
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